BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN


10.1.  Pedoman Transisi
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 merupakan dokumen yang menjabarkan perencanaan strategis dan erat kaitannya dengan proses menetapkan arah pembangunan, perkembangannya dan sasara pembangunan lima tahun kedepan serta bagaimana mencapainya, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuannya dapat  tercapai sesuai visi, misi, dan agenda pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.  
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018  menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi  pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya  dalam pelaksanannya  RPJMD ini dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah   untuk periode satu tahun. 
Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 telah ditetapkan 8 agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan   selama lima tahun  sebagai berikut: 
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan
2. Pembangunan Kesehatan 
3. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata
4. Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah
5. Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Pembangunan Perikanan dan Kelautan 
8. Agenda Khusus:
a. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
b. Penanggulangan Bencana
c. Pembangunan Daerah Perbatasan 
Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dapat dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil pembangunan diharapkan dapat menjadi fondasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan perkembangan pembangunan periode berikutnya. 
Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat  dan pariwisata yang semakin berdaya saing, perikanan dan kelautan  yang berkembang,   berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan keharmonisan kehidupan masyarakat serta tumbuhnya kemandirian dan sikap hidup lebih demokratis demokratisasi  dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pada periode lima tahun ke depan, ketertinggalan pembangunan yang menyebabkan seluruh  kabupaten se Nusa Tenggara Timur  sebagai  Kabupaten tertinggal dapat terkurangi secara signifikan. Ketersediaan fasilitas publik dan kualitas  layanan publik  diharapkan dapat berjalan dengan baik,  didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel serta didukung kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas seluruh elemen masyarakat.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tetap menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (economic facilities) yang benar-benar nyata, dan peluang sosial (social opportunities) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumbersumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan. Untuk mewujdukan harapan tersebut program-Program pemberdaaan dan program pro rakyat akan ditingkakan kuantitas dan kualitas pelaksanaannya.
10.2. Kaidah Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 akan dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut: 
1. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban melaksanakan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan;
2. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 kepada masyarakat;
3. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 hingga tahun 2018 berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan Gubernur dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2013-2018   dengan sebaik baiknya. 
6. SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selajutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). 
7. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah  dan akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018. 
8. SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Nusa tenggara Timur Tahun 2013-2018 dengan  Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten/Kota. 
9. 8 (delapan) Agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan dalam   RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2018   baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas. 
10. Program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD;
12. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD  Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur   berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur   ke  dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
13. Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten/Kota.
14. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018  merupakan dokumen pembangunan daerah yang harus dipedomani bersama agar sinergitas dan sinkronisasi pembangunan  yang dapat meningkatkan  efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya pembangunan dapat diwujudkan secara  optimal.
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